
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1669, 2020 KEMENPERIN. Statuta Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu.  
 

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 62 TAHUN 2020 

TENTANG 

STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di 

lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur 

dan Pengolahan Kayu, perlu disusun peraturan dasar 

pengelolaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu sebagai landasan penyusunan peraturan dan 

prosedur operasional di lingkungan Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perindustrian tentang Statuta Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5620); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5007); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 

Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan 

Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan 

Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 nomor 1670); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687); 

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 848); 

16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1509); 

17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2019 

tentang Kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Industri, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Menengah 

Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1456); 
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18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

47); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STATUTA 

POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah 

perguruan tinggi di lingkungan Kementerian 

Perindustrian yang menyelenggarakan program 

pendidikan tinggi vokasi dalam rumpun ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan 

sektor industri dan jika memenuhi syarat dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesi. 

2. Statuta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu adalah peraturan dasar dalam pengelolaan dan 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik 

Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang digunakan 

sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur 

operasional di Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu. 

3. Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pendidikan tinggi 

program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk 

pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai 

program sarjana terapan di bidang industri dan dapat 

dikembangkan sampai dengan program magister terapan 

atau doktor terapan. 

4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah 

program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam 

pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian 

khusus/sertifikasi. 
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5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya 

disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, 

dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 

bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

6. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya 

disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi 

tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari 

lulusan pendidikan tinggi bergelar. 

7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang 

terdiri atas dosen dan mahasiswa Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan 

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang 

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik 

Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan 

tinggi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu. 

11. Direktur adalah Direktur Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu. 

12. Senat adalah Senat Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu yang menjalankan fungsi penetapan, 

pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik. 

13. Dewan Penyantun adalah dewan penyantun Politeknik 

Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang merupakan 

organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang 

nonakademik. 
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